SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI
KEMENTERIAN DAN PERWAKILAN

DASAR HUKUM:

1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 56 Tahun 2015 tentang
Kementerian Luar Negeri.

2. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 2 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process).

KETERKAITAN:

1. MOFA-07.05.CFM.01.SOP.01.

PERINGATAN:

Apabila pelaksanaan SOP tidak berjalan dengan baik akan mengakibatkan alur

kerja organisasi terhambat.

NOMOR SOP :  MOFA-07.05.CFM.01.SOP.01.

TGL. PEMBUATAN s 21 Januari 2017
TGL. REVISI : -
TGL. EFEKTIF z 1 Maret 2017

Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Kementerian dan Perwakilan
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NAMA SOP . Publikasi Produk Hukum

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1.

Memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

2. Memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang Ketatalaksanaan Biro Hukum dan
Administrasi Kementerian dan Perwakilan.

3.  Memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang organisasi pada Biro Hukum dan
Administrasi Kementerian dan Perwakilan.

4. Memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang hukum

5. Dapat mengoperasikan komputer.

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1.  Dokumen SOP Makro, Proses Bisnis

2. Produk Hukum yang akan dipublikasikan kepada semua pihak

3. Perangkat komputer dan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan dalam bentuk file elektronik /aplikasi dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan
bahan referensi.



Nama SOP:
Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:
Keterkaitan:

Peratatan/Perlengkapan:
Peringatan:
Pencatatan dan Pendataan:

Aktifitas

Mamberi disposis! kepada Kepala BHAKP
untuk mefaksanakan kegiatan publikasi produk
hukum

Menenima instruksi dari Sekjen untuk
selanjutnya mendlsposisi Kepala Bagian
Layanan Hukum untuk untuk mempersiapkan
kegiatan publikasi produk hukum dan
rnengidentifikasl produk hukum yang akan
dipublikasikan

Menerima instruksi dari Kepala BHAKP untuk
selanjutnya mendisposisi Kepala Sub Bagian
untuk melakukan rapat perencanaan
pelaksanaan Kegiatan publikas| produk hukum
dan mengidentifikasi produk hukum yang akan
dipublikasikan

Menerima Instrukst darl Kepala Baglan
Layanan Hukum untuk selanjutnya melakukan
rapat perencanaan pelaksanaan kegiatan
publikasi produk hukum dan mengidentifikasi
produk hukum yang akan dipublikasikan serta
mendisposisl Fungsional untuk
mengumpulkan data-data produk hukum yang
akan dipublikasikan

Mengumpulkan data dan persiapan teknis
terkait pelaksanaan kegiatan publikas! produk
hukum

Menerima, memeriksa, dan mengoreksi bahan
dan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan
publikasi produk hukum dari Fungsional
kemudian menyerahkannya kepada Kepala
Bagian Hukum

Menerima, memeriksa, dan mengoreksl bahan
dan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan
publikasi produk hukum dari Kepala Sub
Bagian kemudian menyerahkennya kepada
Kaepala BHAKP

Menerima, memeriksa, dan mengoreksi bahan
dan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan
publikasi produk hukum untuk selanjutnya
menginsiruksikan Kepala Bagian Layanan
Hukum untu melaksanakan keglatan publikast
produk hukum

Menerima Instruksi Kepala BHAKP untuk
selanjuinya melaksanakan kegiaten publikast
produk hukum kepada Satker terkait dan
manginstruksikan Kepala Sub Bagian untuk
menyusun dralt laporan pelaksanagn kegiatan
publikasi produk hukum

Menerima instruksl dan Kepala Bagian
Layanan Hukum untuk selanjutnya
mendisposisi Fungsional untuk menyusun
draft laporan pelaksanaan kegiatan publikas
produk hukum

Menerima instruksi dari Kepala Sub Bagian
untuk menyusun draft laporan pelaksanaan
Kegiatan publikasi produk hukum kemudian
menyerahkannya kepada Kepala Sub Bagian

Menerima, memeriksa, dan mangoareksi draft
Iaporan pelaksanaan keglatan publikasi praduk
hukum Kemudlan menyershkannya kepada
Kepala Bagian Layanan Hukum

Menerima, memeriksa. dan mengoreksi draft
Iaporan palaksanaan kegiatan publikas produk
hukum Kernudian menyarahkannya kepada
Kepala BHAKP

Menarima, memeriksa, dan menyetujui draft
laperan pelaksanaan keglatan publikasi produk
hukum untuk selanjutnya menyampaikannya
kepada Sekjen

Menerima faporan kegiatan publikasi produk
hukem

Publikasi Produk Hukum
1. Peraturan Presiden RI No, 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri.
2. Permenlu No. 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tala Kerja Kementerian Luar Negeri

1. Memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang hukum.
2, Memiliki ksmampuan komunikasi yang baik.

MOFA-07.05.CFM.01.SOP.01.Pengelolaan Diseminasi Informasl, Kebijakan dan Publikasi
1. Produk Hukum yang akan dipublikasikan kepada semua pihak.
2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

Disimpan dalam bentuk file elekironik dan/atau file celakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referens.
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